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Abstrak
Artikel ini membahas masalah pengelolaan keuangan desa terpadu yang harus di-
laksanakan oleh pemerintah desa untuk menghindari terjadinya korupsi. Hal terse-
but penting untuk memahami permasalahan pengelolaan keuangan desa yang 
terjadi. Metode penelitian yang digunakan yakni  metode penelitian yang bersifat 
yuridis-normatif dengan mengambil contoh kasus korupsi pengelolaan dana desa di 
Simalungun, Mojokerto, Magetan, dan Ciamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
keuangan desa adalah termasuk keuangan negara. Pasal 93 ayat (1) PP No. 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menentu-
kan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
harus dilakukan dalam mengelola keuangan desa terpadu. Pengelolaan keuangan 
desa terpadu menurut Kerugian keuangan negara yang terjadi di empat desa terse-
but merupakan kesalahan pengelolaan keuangan negara. Asas pengelolaan keuan-
gan desa yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif harus diterapkan oleh 
pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa untuk mencegah terjadinya 
kerugian keuangan negara. Risiko keuangan desa yang diprediksikan oleh BPKP 
berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara. Prediksi tersebut seharusnya 
ditindaklanjuti dengan memperketat sistem pengawasan kepada kepala desa serta 
perangkatnya dalam mengelola keuangan desa, kerja sama beberapa kementerian 
diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan Transmigrasi, Kemente-
rian Dalam Negeri, dan perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian keuan-
gan negara.

Abstract
This article discusses the problem of integrated village financial management that 
must be carried out by the village government to avoid corruption. This is important 
to understand the problems of village financial management that occur. The research 
method used is a juridical-normative research method by taking examples of cor-
ruption cases of village fund management in Simalungun, Mojokerto, Magetan and 
Ciamis. The results of the study show that village finance is part of state finance. 
Because regional finance is a part of state finance. Integrated village financial manage-
ment based on Article 93 paragraph (1) of Government Regulation Number 43 of 
2014 concerning Implementing Regulations Law Number 6 Year 2014 concerning 
Villages includes Planning, Implementation, Administration, Reporting and Account-
ability. The state financial losses that occurred in the four villages constituted a mistake 
in managing state finances. The principle of village financial management, namely 
transparency, accountability and participatory must be applied by the village govern-
ment in managing village finance to prevent the loss of state finances. Village financial 
risks predicted by the BPKP have the potential to result in state financial losses. The 
prediction should be followed up by tightening the supervision system to the village 
head and its instruments in managing village finance, coordination between the fi-
nance ministries, the interior ministry and village ministries & transmigration needs to 
be done to prevent the loss of state finances.
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1. Pendahuluan
Indonesia memiliki sekitar 73.000 desa 

dan perkiraan 8.000 kelurahan. Desa-desa 
terdiri dari desa biasa dan desa adat. Dalam 
hal ini dua konsep masyarakat dibedakan 
satu dengan lainnya, yaitu masyarakat desa 
dan masyarakat adat. Asal muasal desa ada-
lah masyarakat dengan mempunyai peme-
rintahan sendiri antara lain nagari, marga, 
dan yang lain berdasarkan Pasal 18B ayat (2) 
Undang-Undang Dasar 1945 diategorikan 
sebagai kesatuan masyarakat hukum adat 
(Asshiddiqie, 2015: 353).

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, keberadaan desa merupakan bagian 
dari  pemerintahan daerah dan peraturan 
desa menegaskan menjadi dari pengertian 
peraturan perundang-undangan, oleh karena 
itu desa menjadi perpanjangan tangan terak-
hir dari berbagai fungsi pemerintahan negara. 
Kebijakan penting dalam Undang-Undang 
No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sistem pe-
merintahan desa adalah tentang struktur pe-
merintahan negara yang merupakan sistem 
hukum terintegrasi. Desa dari sudut pandang 
administrasi pemerintahan terbawah dan ko-
munitas politik. Struktur pemerintahan desa 
anatara lain fungsi eksekutif, legislatif, pemi-
lihan kepala desa. Dalam hal ini Desa dan 
masyarakat desa sebagai miniatur politik dan 
administrasi pemerintahan, permasalahan 
yang terjadi adalah aspek kesejahteraan ku-
rang diperhatikan. Badan usaha milik desa 
yang mempunyai fungsi menyumbang pen-
dapatan desa (Asshiddiqie, 2015: 367-372).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 
tentang Desa meregulasi pendapatan desa, 
yaitu terdiri dari pendapatan asli desa, pe-
rimbangan keuangan pusat dan daerah, bagi 
hasil pajak daerah dan retribusi daerah Ka-
bupaten/Kota alokasi anggaran dari APBN, 
anggaran berasal dari APBN, anggaran be-
rasal dari APBD Kabupaten/Kota, sumbangan 
yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Ang-
garan berasal dari APBD Provinsi dan APBD 
Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan den-
gan pertimbangan keuangan Pemerintahan 
Daerah. Anggaran yang diberikan peruntu-
kannya dalam mempercepat pembangunan 
desa. Pendapat desa lainnya diperoleh dari 

Badan Usaha Milik Desa, tambang mineral 
bukan logam dan tambang batuan tidak me-
makai peralatan berat, tidak   diperdagang-
kan.  Anggaran berasal dari perimbangan 
Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota paling 
sedikit 10% (sepuluh persen) kemudian diku-
rangi dari dana yang dialokasi secara khusus 
disebut anggaran khusus untuk Desa. Ang-
garan untuk Desa berasal dari APBN Pusat 
bertujuan menggerakan program Desa den-
gan merata dan adil (Asshiddiqie, 2015: 372-
373). 

Pendapatan Desa tersebut adalah bagi-
an dari keuangan negara. Pengertian keuan-
gan negara menurut UU No. 17 Tahun 2003 
adalah semua hak dan kewajiban negara 
yang dapat dinilai dengan uang, serta sega-
la sesuatu baik berupa uang maupun beru-
pa barang yang dapat dijadikan milik negara 
berhubung dengan pelaksanaan hak dan ke-
wajiban tersebut. Sumber operasional melak-
sanakan perintah negara bisa dipahami seba-
gai definisi keuangan negara (Saidi, 2008: 9). 
Untuk mencapai cita-cita negara akan selalu 
berhubungan dengan keuangan negara seba-
gai bentuk pemberian anggaran negara kepa-
da pelaksanaan pemerintahan negara yang 
dilaksakan oleh aparat negara. Tanpa angga-
ran negara, tujuan pokok negara tidak bisa 
diwujudkan dan hanya angan-angan saja. 
Pengelolaan anggaran negara merupakan ba-
gian dari pelaksanaan pemerintahan negara. 
Dalam hal ini termasuk pengelolaan keuan-
gan desa (Saidi, 2008: 8). 

Kesalahan pengelolaan keuangan ne-
gara mengakibatkan anggaran negara menja-
di tidak sesuai sasarannya sehingga mengaki-
batkan kerugian keuangan negara. Kelalaian 
mengelola anggaran negara dan  kesalahan 
yang dilakukan karena sengajaan melakukan. 
Perbuatan ini dilarang keras terjadi supaya 
tidak terjerat hukum. Dalam hal ini  tidak se-
bagai subjek hukum yang berkewajiban me-
lakukan hak dan kewajiban (Saidi, 2008:71). 

Penegakan hukum di Indonesia den-
gan memperhatikan semakin meningkatnya 
perkara pidana, khususnya pidana korupsi, 
yang diajukan ke pengadilan dengan dasar 
adanya kerugian keuangan negara. Adanya 
perkembangan dalam penangangan perkara 
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pidana korupsi tersebut tidak terlepas dari  
pengetahuan pihak penuntut umum yang 
mendorong terciptanya suatu simpulan per-
buatan seseorang yang melakukan perbuatan 
melanggar hukum dalam melaksanakan ke-
wenangannya (Atmadja, 2008: 90). Apabila 
hal ini terjadi dalam pengelolaan keuangan 
desa dan menimbulkan kerugian keuangan 
negara, sebaiknya diberikan solusi terhadap 
pengelolaan keuangan desa yang bersih dari 
korupsi. Sampai akhir tahun 2017, terdapat 
900 kasus kepala desa berhadapan dengan 
hukum karena anggaran desa. Sebagian ke-
pala desa harus menghadapi penjara karena 
anggaran desa. Dari 900 kasus tersebut ini 
diprediksi akan semakin meningkat, karena 
aparat pemerintah sulit mengawasi 74.000 
desa di Indonesia. Permasalahan lainnya 
adalah Perangkat desa belum menguasai pe-
laporan dana desa sesuai regulasi.  Penyalah-
gunaan dana desa karena korupsi paling ba-
nyak terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) memprediksi, modus operandi peny-
alahgunaan dana desa mempunyai tindakan 
serupa sebagai contoh mark up dana desa, 
masyarakat tidak dilibatkan untuk bermusy-
awarah, penyelewenangan dana desa untuk 
kepentingan pribadi, dan pengadaan barang 
dan jasa fiktif..

Berdasarkan permasalahan yang dike-
mukakan, oleh karena itu,  artikel ini ber-
fokus pada 2 (dua) rumusan masalah yaitu, 
sebagai berikut: Bagaimana pengaturan dan 
pengelolaan keuangan desa dalam perspektif 
hukum keuangan negara? Dalam hal terjadi 
kesalahan pengelolaan keuangan desa, apa-
kah hal tersebut termasuk ruang lingkup ke-
rugian keuangan negara?

2. Metode Penelitian
Peneliti menggunakan pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah yuridis 
normatif. Yuridis normatif adalah penelitian 
yang dilakukan dengan meneliti bahan pus-
taka atau data sekunder sebagai bahan dasar 
untuk diteliti dengan cara melakukan pene-
lusuran terhadap peraturan-peraturan dan 
literatur-literatur yang berhubungan dengan 
permasalahan yang diteliti (Soekanto, 2006: 
13). Berdasarkan  permasalahan yang diteliti, 

penelitian ini merupakan penelitian hukum 
(legal research). 

Pendekatan perundang-undangan 
(statute research), digunakan untuk meneli-
ti, mendalami, dan menelaah beberapa pe-
raturan perundang-undangan tentang pen-
gelolaan keuangan desa. Karena fokus dan 
tema sentral penelitian adalah Aspek Hukum 
Pengelolaan Keuangan Desa, maka akan di-
teliti dan ditelusuri berbagai aturan tentang 
UU No. 6 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 
2003 serta analisis kasus korupsi pengelolaan 
dana desa di Simalungun, Mojokerto, Mage-
tan, dan Ciamis. 

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan dan Pengelolaan Keuangan 
Desa Dalam Perspektif Hukum Keuangan 
Negara

Ruang Lingkup Keuangan Negara Menurut 
Pasal 23 UUD 1945

Keuangan Negara merupakan urat nadi 
negara. Karena tanpa uang, negara tidak bisa 
menjalankan kehidupannya. Keuangan nega-
ra ini dituliskan dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) (Atmadja, 2009: 
54). 

Hakikat atau falsafah APBN menu-
rut Rene Stourm sebagai berikut  (Atmadja, 
2009: 54):

“The constitutional right which a nati-
on possesses to authorize public reve-
nue and expenditures does not origi-
nates from the fact that the members 
of the nation contribute the payments. 
This right is based on a loftier idea. The 
idea of sovereignty.” 

Pendapat  Rene Stourm diterjemahkan  
ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Hak konstitusional yang dimiliki suatu negara 
untuk mengesahkan pendapatan dan pengelu-
aran publik tidak berasal dari fakta bahwa ang-
gota bangsa berkontribusi dalam pembayaran. 
Hak ini didasarkan pada ide yang lebih tinggi. 
Gagasan kedaulatan.

Public revenue and expenditure APBN 
inti dari kedaulatan. Jika kedaulatan berada  
pada raja, sehingga raja berwenang menen-
tukan APBN tersebut. Negara republik Indo-
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nesia adalah negara demokratis dan berke-
daulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 
menentukan Kedaulatan berada di tangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar. Di Negara Republik Indone-
sia caranya rakyat sebagai bangsa akan hi-
dup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri 
dengan Undang-Undang. Rakyat menentu-
kan nasibnya sendiri, sehingga cara hidupnya 
yang tercermin dalam APBN (Atmadja, 2009: 
54). 

Di dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 
ditetapkan sebagai berikut:

“Anggaran pendapatan dan belanja Negara 
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Ne-
gara ditetapkan setiap tahun dengan undang-
undang dan dilaksanakan secara terbuka dan 
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.”

Sumber hakikat APBN adalah kedaula-
tan. Kedaulatan negara tertingggi di Republik 
Indonesia berada di tangan rakyat. Kewe-
nangan  untuk menentukan APBN dilimpah-
kan kepada DPR dan Pemerintah (Atmadja, 
2009: 55). 

Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menentu-
kan sebagai berikut:

“Rancangan undang-undang anggaran penda-
patan dan belanja Negara diajukan oleh Presi-
den untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan 
Rakyat dengan memperhatikan Dewan Perwa-
kilan Daerah.”

Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 menentu-
kan sebagai berikut:

“Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak me-
nyetujui rancangan anggaran pendapatan dan 
belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, 
Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”

Pemerintah baru dapat menjalankan 
APBN setelah mendapat persetujuan dari 
DPR dengan undang-undang,  persetujuan 
yang diberikan oleh DPR, kewenangan DPR 
mempunyai kedaulatan dalam melakukan 
budgeting, kewenangan DPR menyetujui  
APBN sepenuhnya menjadi kewenangan 
DPR (Atmadja, 2009: 54).

Pendapat yang menyatakan pada in-
tinya APBN itu adalah machtiging antara lain 

D. Simons yang menyatakan sebagai berikut 
(Atmadja, 2009: 55-56):

“Elk begrotingshoofdatuk wordt bij afzonder-
lijke wet vastgesteld. De wetsontwerpen zijn 
voor de Regeering middle tot de verkriging van 
de autorisatie van de volksvertegenwoordiging 
om vitgeven tot bepaalde maxima te doen, 
daardoor ook om maatregelen te troffen welke 
vitgaven eisen.” 

Pendapat D. Simons diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Setiap bab anggaran ditentukan oleh undang-
undang terpisah. Bagi Pemerintah, rancangan 
undang-undang adalah otorisasi perwakilan 
rakyat melakukan pembiayaan sejumlah mak-
simal tertentu dari anggaran, dengan demikian 
juga untuk mengambil langkah-langkah yang 
memerlukan pembiayaan.”

Dengan demikian, titik berat tujuan 
anggaran negara adalah mengenai “autorisa-
tie” dari “volksvertegenwoordiging” kepada 
pemerintah memberikan pembiayaan maksi-
mal anggaran  tertentu. Apabila pemerintah 
menggunakan APBN dalam melaksanakan 
kewenangannya, tindakan tersebut merupa-
kan machtiging yang memerlukan tanggung 
jawab. Tanggung jawab tersebut harus dise-
rahkan kepada yang berwenang memberi-
kan machtiging. UUD 1945 machtiging dise-
rahkan oleh DPR terhadap pemerintah agar 
dikerjakan sebagaimana mestinya, sehingga 
pemerintah harus mempertanggungjawab-
kan dihadapan DPR (Atmadja, 2009: 55-57). 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) merupakan instrumen pe-
merintah untuk memberikan kesejahteraan 
kepada rakyatnya dan juga sebagai tindakan 
pemerintah untuk mengelola perekonomi-
an negara. APBN bukan hanya tentang ke-
bijakan ekonomi, tetapi juga tentang politi-
cal decision. DPR memiliki hak membentuk 
undang-undang, menganggarkan APBN, dan 
mengawasi APBN, dengan tujuan APBN bisa 
digunakan secara efisien menjadi alat yang 
berfungsi untuk memakmurkan rakyat dan 
menyelenggarakan perekonomian negara 
dengan baik. Bertujuan menyelenggarakan 
good governance dalam pemerintahan nega-
ra, pemerintah melakukan reformasi manaje-
men keuangan pemerintah sejak beberapa 
tahun yang lalu. Pengesahan Undang-undang 
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Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 ten-
tang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 
jawab Keuangan Negara adalah reformasi 
yang dilakukan merupakan landasan hukum 
yang kuat (Muin, 2014:75). Oleh karena itu, 
Ruang lingkup keuangan negara adalah uang 
yang berasal dari Anggaran Pembelanjaan 
Negara (APBN) yang berfungsi untuk me-
makmurkan rakyat dan hal tersebut merupa-
kan kebijakan pemerintah untuk mengelola 
perekonomian negara. 

Ruang Lingkup Keuangan Negara Menurut 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 

Berdasarkan Undang-Undang No. 
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Ne-
gara, memperluas pengertian keuangan 
Negara adalah semua hak dan kewajiban 
negara yang dapat dinilai dengan uang, 
serta segala sesuatu, baik berupa uang 
maupun berupa barang yang dapat di-
nilai dengan uang, serta segala sesuatu, 
baik berupa uang maupun berupa barang 
yang dapat dijadikan milik negara berkai-
tan dengan pelaksanaan hak dan kewaji-
ban tersebut. Anggaran pendapatan dan 
belanja negara, anggaran pendapatan 
dan belanja daerah dan keuangan negara 
yang terdapat BUMN atau BUMD adalah 
Keuangan Negara dalam arti luas.  Akan 
tetapi, setiap badan hukum dan diper-
tanggungjawabkan sendiri-sendiri adalah 
keuangan negara dalam arti sempit (Sai-
di, 2008: 2-3). 

Berdasarkan objek, anggaran nega-
ra terdiri dari hak dan kewajiban negara 
bisa dinilai dengan uang,  kegiatan dan 
kebijakan dalam perpajakan merupakan 
bagian dari keuangan negara, moneter 
dan pemanfaatan kekayaan negara yang 
dipisahkan, berbagai macam kekayaan 
berupa uang, barang yang dapat dijadi-
kan milik negara yang berkaitan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 
Berdasarkan subjek, keuangan negara 
terdiri dari seluruh objek seperti disebut 
diatas merupakan milik negara dan di-
kuasai oleh pemerintah pusat, pemerin-

tah daerah, perusahaan negara/daerah, 
badan lain yang berhubungan dengan 
anggran negara. Berdasarkan proses, keu-
angan negara terdiri dari semua kegiatan 
yang berhubungan dengan pengurusan 
objek seperti disebutkan diatas mulai dari 
merumuskan kebijakan dan mengambil 
keputusan kemudian diakhiri dengan 
pertanggungjawaban. Berdasarkan tuju-
an, keuangan negara terdiri dari seluruh 
kebijakan, hubungan hukum, kegiatan 
yang berhubungan dengan kepemilikan 
dan/atau pemilikan objek sebagaimana 
tersebut diatas untuk melaksanakan pe-
merintahan negara (Saidi, 2008: 3-4).

Ruang lingkup keuangan negara menu-
rut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
meliputi hak negara mengambil pajak, men-
geluarkan dan menerbitkan uang dan mela-
kukan pinjaman, kewajiban negara menga-
dakan pelayanan umum negara kemudian 
memberikan bayaran tagihan pihak ketiga, 
pengeluaran negara, income negara, income 
daerah, pengeluaran daerah, kekayaan ne-
gara juga kekayaan daerah yang diseleng-
garakan secara mandiri atau oleh pihak lain 
berupa uang, surat berharga, piutang barang, 
dan hak-hak lain yang dapat dinilai dengan 
uang termasuk kekayaan terpisah pada pe-
rusahaan negara/perusahaan daerah. Peme-
rintah menyelenggarakan pemerintahan dan/
atau kepentingan umum, kekayaan pihak 
lain diperoleh dengan penggunaan fasilitas 
pemerintah (Sumbu, 2010: 576). 

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang 
No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Ne-
gara, beberapa prinsip-prinsip pengelolaan 
keuangan negara antara lain, tertib, taat pada 
peraturan perundang-undangan, efisien, eko-
nomis, efektif, transparan, dan bertanggung 
jawab dengan mempertimbangkan keadilan 
dan kepatutan. Tertib, penggunaan keuangan 
negara memperhatikan tertib administrasi 
dan operasional dengan berkesinambungan. 
Taat kepada peraturan perundang-undan-
gan, artinya penggunaan anggaran negara 
harus berdasarkan pada peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku. Efisien, artinya 
penggunaan keuangan negara secara hemat 
dan sesuai peruntukannya. Ekonomis, artinya 
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penggunaan anggaran negara dengan mem-
pertimbangkan terbatasnya uang negara ber-
dasarkan pengalokasian sesuai dengan ke-
butuhan. Efektif,  dalam hal ini pengelolaan 
uang negara harus sesuai dengan arah tuju-
an pembangunan. Transparan, penggunaan 
uang negara harus dilakukan secara terbuka 
dengan mempublikasikan laporan keuangan 
berdasarkan regulasi yang berlaku. Bertang-
gungjawab, dalam hal ini setiap rupiah uang 
negara yang dikeluarkan dari anggaran nega-
ra harus bisa mempertanggungjawabkan ke-
pada masyarakat berdasarkan regulasi yang 
berlaku dengan memperhatikan rasa keadi-
lan dan kepatutan, pengelolaan keuangan 
negara harus mempertimbangkan keadilan 
masyarakat, wilayah, dan bisa juga berdasar-
kan norma yang berlaku di masyarakat.

Ruang Lingkup Keuangan Desa
Keuangan bersumber dari kata mo-

netary, sedangkan kata finance berarti pem-
biayaan. Keuangan Negara dihubungkan 
dengan public finance. Finance atau pembia-
yaan adalah aktivitas yang berhubungan den-
gan uang negara. Padmo Wahyono mendefi-
nisikan keuangan negara yaitu APBN “plus” 
dikatakan bahwa (Asshiddiqie, 2008: 810): 

“APBN adalah anggaran pendapatan dan be-
lanjanya pemerintah pusat. Kekayaan Negara 
yang dipisahkan untuk mendirikan perus-
ahaan milik Negara bukanlah pengeluaran 
konsumtif melainkan pengeluaran produktif 
yang diusahakan untuk menjadi sumber pen-
dapatan baru bagi APBN. Dengan perkataan 
lain, meskipun dipisahkan dari APBN, namun 
dalam waktu tertentu dan secara berangsur-
angsur diharapkan dapat ‘bergabung’ kem-
bali. APBN diadakan berdasarkan atas kuasa 
undang-undang yang membagi wilayah Nega-
ra kesatuan kita menjadi daerah-daerah oto-
nom Demikian juga kedudukan perusahaan 
daerah terhadap APBD adalah serupa dengan 
kedudukan perusahaan milik pusat terhadap 
APBN” 

Jimly Asshiddiqie berpendapat keuan-
gan daerah sebenarnya adalah juga keuangan 
negara. Desa yang merupakan pemerintahan 
terbawah dalam pemerintahan Indonesia 
memiliki sistem keuangan tersendiri terin-
tegrasi ke dalam pendapatan asli desa yang 
merupakan bagian dari APBN (Asshiddiqie, 
2008: 813). 

Pendapatan desa terdiri dari tujuh ba-

gian antara lain pendapatan asli desa, alokasi 
APBN, bagian dari PDRD kabupaten/kota, 
alokasi dana desa (ADD),bantuan keuangan 
dari APBD Provinsi/Kabupaten/kota, hibah, 
sumbangan pihak ketiga, pendapatan sah 
lainnya. 

Dengan tujuh pendapatan desa ter-
sebut, dana desa (DD) merupakan sumber 
pendapatan paling strategis untuk pendapa-
tan desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 
tentang Desa mengatur tentang pendapatan 
desa yaitu desa memiliki sumber penghasilan 
yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi 
hasil pajak daerah dan retribusi daerah Ka-
bupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan 
keuangan pusat dan daerah yang diterima 
oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari 
APBN, bantuan keuangan dari APBD Pro-
vinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah atau 
sumbangan yang tidak mengikat berasal dari 
pihak ketiga. Bantuan keuangan diperoleh 
dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/
Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan 
keadaan keuangan Pemerintah Daerah. Ban-
tuan tersebut diperuntukan mempercepat 
Pembangunan Desa. Sumber pendapatan 
lainnya yang bisa diusahakan oleh Desa be-
rasal dari BUMD, pengelolaan pasar Desa, 
pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pen-
gelolaan tambang mineral bukan logam dan 
tambang batuan tanpa menggunakan alat be-
rat, dan sumber lainnya bukan untuk diper-
jualbelikan. Bagian dari dana perimbangan 
yang diterima Pemerintah Daerah Kabupa-
ten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi 
dana alokasi khusus (DAK) kemudian disebut 
alokasi dana desa (ADD). Alokasi anggaran 
untuk Desa bersumber dari belanja pusat di-
lakukan untuk menggerakan program desa 
secara merata dan berkeadilan (Asshiddiqie, 
2015: 372-373).

Dana bantuan langsung dipergunakan 
kepada Pemerintah Desa dalam meningkat-
kan sarana pelayanan masyarakat, kelemba-
gaan dan prasarana desa yang diperlukan un-
tuk menjadi pilihan utama untuk masyarakat, 
pemanfaatan dan administrasi pengelolaan-
nya dilakukan dan dipertanggung jawabkan 
oleh Kepala Desa adalah ADD. Menyeleng-
garakan urusan pemerintahan, dalam hal 
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ini tentang pengaturan kehidupan masyara-
rakat berdasarkan kewenangan desa seperti 
pembuatan peraturan desa dan membentuk 
lembaga kemasyarakatan juga pemberda-
yaan masyarakat dalam penyediaan sarana 
prasarana fasilitas umum adalah Tugas dari 
kepala desa. Bidang kemasyarakatan kepa-
la desa adalah memberdayakan masyarakat 
dalam rangka membina sosial budaya masy-
arakat. Berdasarkan kewajiban tersebut, per-
tanggungjawaban kepala desa harus dibuat 
dengan membuat laporan kegiatan pemerin-
tahan desa kemudian menyerahkan kepada 
Bupati/Walikota, dan laporan pertanggung-
jawaban untuk BPD. Kepada publik harus 
menyampaikan laporan penyelenggaraan 
pemerintahan kepada masyarakat (Paratama, 
2018: 34).

APBN merupakan sumber pendanaan 
utama dana desa yang diberikan untuk desa. 
Pemerintah pusat menyerahkan dengan 
transfer kepada APBD kabupaten atau kota 
diperuntukan  untuk pendanaan kegiatan pe-
merintahan, implementasi kegiatan pemban-
gunan, juga membina dan memberdayakan 
masyarakat. Untuk meningkatkan kehidupan 
yang berkualitas atau peningkatan kesejah-
teraan masyarakat pedesaan adalah prioritas 
pembangunan desa. Pemberdayaan masy-
arakat desa adalah upaya untuk mengem-
bangkan kemandirian dan kesejahteraan ma-
syarakat dengan peningkatan pengetahuan, 
perilaku, kesadaran, sikap, keterampilan, ke-
mampuan, serta pemanfaatan sumber daya 
dengan menetapkan kegiatan, program, dan 
kebijakan, juga pendampingan yang disesu-
aikan dengan esensi permasalahan dan prio-
ritas kebutuhan masyarakat desa. Dana desa 
digunakan untuk pembangunan dan pem-
berdayaan masyarakat desa. Prioritas bagi 
pembangunan desa dengan cara pengaloka-
sian dana desa untuk meningkatkan kualitas 
hidup juga kesejahteraan. Kemampuan men-
gatasi kemiskinan untuk pemenuhan standar 
kehidupan masyarakat, pembangunan fasi-
litas masyarakat, pengembangan ekonomi 
unggulan setempat, dan pemeliharaan sum-
ber daya alam dan lingkungan dengan ber-
kesinambungan. (Meutia, 2017: 339). Oleh 
karena itu, ruang lingkup keuangan desa 
berdasarkan pendapat Padmo Wahyono dan 

Jimly Asshiddiqie, keuangan desa sebagai 
pemerintahan paling kecil dalam pemerinta-
han Indonesia mempunyai sistem keuangan 
independen yang terintegrasi ke dalam pen-
dapatan original desa yang tidak terpisahkan 
dari APBN. Sumber pembiayaan utama dana 
desa diperoleh dari transfer dari APBD ka-
bupaten/kota oleh pemerintah pusat. Dana 
tersebut digunakan oleh desa untuk pendan-
aan menyelenggarakan pemerintahan, pelak-
sanaan pembangunan, serta pembinaan dan 
pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Desa
Keuangan desa, peraturan awalnya 

adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keu-
angan Desa. Permendagri  mempermudah 
dalam mengelola keuangan desa supaya ti-
dak menimbulkan berbagai macam tafsir 
untuk implementasinya. Desa bisa mewu-
judkan pengelolaan keuangan yang efektif 
dan efisien. Harapannya akan mewujudkan 
pengelolaan pemerintahan desa yang bagus 
berdasarkan parameter dalam hal ini trans-
paran, akuntabel dan partisipatif. Dalam hal 
ini, regulasi menyusun APBDesa berdasarkan 
Permendagri tersebut akan menerangkan 
pertanggungjawaban seseorang, dan ber-
tanggung jawab kepada siapa, dan pertang-
gungjawaban tersebut  bagaimana mekanis-
menya. Pemerintah pusat harus menetapkan 
pedoman umum mekanisme pemerintah 
desa melaporkan dan mempertanggungjawa-
bankan pelaksanaan pemerintah desa ber-
dasarkan Permendagri No. 35 Tahun 2007. 
(Khoiriah, 2017: 24). 

Pengertian keuangan desa menurut 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten-
tang Desa adalah seluruh hak dan kewajiban 
desa dinilai dengan uang serta segala sesua-
tu berupa uang dan barang yang berhubun-
gan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 
desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa dan peraturan pelaksananya, 
menentukan kepala desa adalah pemegang 
kewenangan untuk  pengelolaan keuangan 
desa. Kepala desa mendelegasikan sebagian 
kewenangan tersebut kepada perangkat desa 
berdasarkan Pasal 75 ayat (2). Berdasarkan 
Pasal 93 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014 ten-
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tang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 
2014 tentang Desa  Pengelolaan keuangan 
desa terpadu meliputi Perencanaan, Pelak-
sanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Per-
tanggungjawaban. 

Berdasarkan penelusuran dari hulu, 
pengelolaan keuangan desa terpadu be-
rawal dari perencanaan. Pertama kali musy-
awarah desa yang dilaksanakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tu-
juan mendiskusikan kegiatan strategis. Selan-
jutnya permusyawaratan desa tentang mer-
encanakan pembangunan desa dilanjutkan 
dengan bermusyawarah pembangunan per-
encanaan desa dilaksanakan kepala desa dan 
perangkatnya. Musyawarah tersebut terkait 
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 
serta APBDes setiap setahun sekali dan Ren-
cana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
(RPJMDes) setiap enam tahun sekali (Khoiri-
ah, 2017: 26-27). 

Pelaksanaan pengelolaan keuangan 
yang dilakukan di desa harus berdasarkan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Selu-
ruh pengeluaran dan penerimaan desa har-
us menggunakan rekening desa, dan dileng-
kapi dengan dokumen yang sah. Pengajuan 
kegiatan disertai dengan Rancangan Ang-
garan Biaya (RAB) diverifikasi dan disahkan 
oleh sekretaris desa. Semua kegiatan diwajib-
kan menggunakan buku bantuan kas. Apabi-
la pelaksanaan pengelolaan keuangan sudah 
sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Ta-
hun 2014, hal tersebut dapat disimpulkan su-
dah baik karena telah mematuhi prinsip dasar 
pengelolaan keuangan. Penatausahaan ber-
hubunga dengan aspek penatausahaan,  dua 
hal yang harus dilakukan adalah penggunaan 
buku kas dan laporan pertanggungjawaban. 
Berkenaan dengan buku kas, desa harus me-
miliki Buku Bank, Buku Kas Pembantu Pajak, 
dan Buku Kas Umum. Buku Kas terkait lapo-
ran pertanggungjawaban bendahara desa. 
Pelaporan dan pertanggungjawaban terkait 
dengan pelaporan kepala desa memiliki ke-
wajiban untuk penyampaian laporan realisasi 
dalam pelaksanaan APBDesa kepada Bupa-
ti atau Walikota terdiri dari laporan realisasi 
pelaksanaan APBDesa semester pertama dan 
semester akhir (Meutia, 2016: 347). 

Pengelolaan keuangan desa tidak ter-

pisahkan dari keuangan negara harus sesuai 
regulasi yang telah ditentukan oleh negara. 
Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban adalah 
Pengelolaan keuangan desa terpadu yang 
diatur dengan Pasal 93 ayat (1) PP No. 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten-
tang Desa meliputi Pelaksanaannya pengelo-
laan keuanga desa berdasarkan Permendagri 
Nomor 113 Tahun 2014 seluruh pengeluar-
an dan penerimaan desa wajib menggunak-
an rekening desa, dan dilengkapi dokumen 
yang sah. Pengajuan kegiatan harus diser-
takan dengan Rancangan Anggaran Biaya 
(RAB). Kemudian diverifikasi dan disahkan 
oleh sekretaris desa. Semua kegiatan wa-
jib menggunakan buku bantuan kas. Apabi-
la pelaksanaan pengelolaan keuangan sudah 
berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 
2014, hal tersebut sudah dilaksanakan dapat 
disimpulkan sudah baik karena telah mema-
tuhi prinsip dasar pengelolaan keuangan neg-
ara.

Pengawasan Pembangunan Desa 
Pelaksanaan Pembangunan Desa ha-

rus dilakukan Pengawasan. UU No. 6 Tahun 
2014 tentang Desa memberikan dasar me-
nyelenggarakan, mengawasi dan memantau 
pembangunan desa terdiri dari pengawasan 
dari lembaga desa dan publik dan pengawa-
san oleh supra-desa (Khoiriah, 2017: 25).

Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 60 
Tahun 2014 menentukan Pengawasan sup-
ra desa secara bertahap yang dilakukan pe-
merintah kabupaten/kota. Pemerintah pusat 
dilakukan Kementerian Dalam Negeri RI, 
Kementerian Desa RI dan Kementerian Keu-
angan RI. Pelaksanaannya, pengawasan yang 
dilaksanakan kabupaten/kota merupakan 
tanggung jawab bupati/walikota yang dise-
rahkan kepada camat dan Inspektorat Ka-
bupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota 
menerima hasil pengawasan dan diserahkan 
kepada Pemerintah Pusat. 

Pengawasan supra Desa yang lain ada-
lah audit investigatif dari Badan Pemerik-
sa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ber-
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dasarkan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pe-
meriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara dimana keuangan desa 
yang berasal dari pemerintah pusat dan pe-
merintah daerah termasuk ke dalam kategori 
keuangan negara karena sumbernya berasal 
dari APBN dan APBD. Kewenangan BPKP di-
berikan oleh PP No. 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah un-
tuk melakukan pengawasan pemakaian keu-
angan desa yang bersumber dari APBN dan 
APBD. 

Pasal 55 dan Pasal 82 UU Desa mem-
berikan fungsi Pengawasan kepada BPD ter-
hadap hasil kerja Kepala Desa dengan tang-
gapan dari pertanggungjawaban Kepala Desa 
dan laporan masyarakat kepada BPD. BPD 
berkewenangan terhadap pengawasan kepa-
da perangkat desa dalam penggunaan uang 
desa. 

Pasal 82 UU Desa menentukan Penga-
wasan dari masyarakat. Hal tersebut dijamin 
haknya untuk mengetahui dan memberikan 
komentar laporan pertanggungjawaban ke-
pala desa. Pasal 26, 55, 82 UU Desa menen-
tukan pengawasan publik kepada pemerin-
tah desa dalam menggunakan keuangan desa 
disertai dengan keharusan desa mempunyai 
sistem informasi desa sebagai pelaksanaan 
hak masyarakat dalam memperoleh informa-
si.

Kesalahan Pengelolaan Keuangan Desa 
Berpotensi Menimbulkan Kerugian Keuan-
gan Negara

Definisi Kerugian Keuangan Negara
Kerugian negara menurut Pasal 1 angka 

15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 
tentang Badan Pemeriksa Keuangan diartikan 
sebagai kekurangan uang, surat berharga, 
dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya 
sebagai akibat perbuatan melawan hukum 
baik sengaja maupun lalai. Penjelasan Pasal 
32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Ta-
hun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi dinyatakan bahwa yang di-
maksud dengan “secara nyata telah ada keru-
gian keuangan negara” adalah kerugian yang 
dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil 
audit instansi yang berwenang atau akun-

tan publik yang ditunjuk (Atmojo, Ma’ruf & 
Djauhari, 2017: 700).

Akibat dari perbuatan Korupsi dapat 
menimbulkan kerugian keuangan negara 
berupa actual loss atau potential loss. Actual 
loss terjadi karena kerugian negara yang be-
nar-benar sudah terjadi. Sedangkan potential 
loss terjadinya kerugian keuangan Negara 
sebagai akibat adanya perbuatan melawan 
hukum. Penentuan kerugian keuangan nega-
ra dalam tindak pidana korupsi lebih mene-
kankan kepada kerugian yang bersifat nyata 
(actual loss) (Setiawan & Ma’ruf, 2017: 519).

 Korupsi mengidentifikasikan kejaha-
tan yang bersifat laten yang berpotensi un-
tuk merugikan dan membahayakan negara, 
sebagaimana tindak pidana lainnya yang 
identik dengan ancaman terhadap pene-
gakan hukum keadilan dan kemanusiaan. 
Pelaku biasanya tidak sendiri dalam menja-
lankan aksinya, tindakan korupsi berjamaah 
akan saling menyandera satu sama lain dan 
memungkinkan saling melindungi antarak-
tor dalam kelembagaan. Dugaan kuat akan 
membentuk sebuah jaringan korupsi dalam 
sebuah lembaga atau instansi (Rahman, Dkk, 
2018: 31).           .

Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan 
Negara dan Pasal 1 angka 15 UU No. 15 ta-
hun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuan-
gan memberikan definisi, “Kerugian Negara/
Daerah adalah kekurangan uang, surat ber-
harga, dan barang, yang nyata dan pasti jum-
lahnya sebagai akibat perbuatan melawan 
hukum baik sengaja maupun lalai.”  Konsep 
tersebut seperti Penjelasan Pasal 32 ayat (1) 
UU Tipikor yang menyebut terjadi kerugian 
negara yang bisa dihitung oleh instansi yang 
memiliki kewenangan atau akuntan pub-
lik yang ditunjuk. Oleh karena itu, BPK dan 
BPKP dalam melakukan perhitungan kerugi-
an Negara berdasarkan pada ketentuan ter-
sebut (Setiawan & Ma’ruf, 2017: 520-521).

UU No. 31 tahun 1999 tentang Pem-
berantasan Tidak Pidana Korupsi juncto UU 
No 20 tahun 2001 menjadi landasan untuk 
upaya pencegahan dan pemberantasan tin-
dak pidana korupsi mengalami perubahan 
mendasar. Perubahan pertama secara konsti-
tusional terjadi pada 24 Juli 2006, Mahka-
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mah Konstitusi melalui putusan No. 003/
PUU-IV/2006 menyatakan norma penjelasan 
Pasal 22 Ayat (1) UU Tindak Pidana Korup-
si bertentangan dengan konstitusi sehingga 
menjadi delik formil. Perubahan kedua se-
cara konstitusional terjadi pada 25 Januari 
2017, Mahkamah Konstitusi melalui Putus-
an No. 25/PUU-XIV/2016 menafsirkan fra-
sa kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 dan 
Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan 
konstitusi sehingga “tidak mengikatnya” kata 
“dapat” berkonsekuensi terhadap Pasal 2 dan 
Pasal 3 UU Tipikor menjadi delik materiil. 
Penulisan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) 
dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan keti-
dakpastian hukum dan bertentangan dengan 
jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa 
aman dan perlindungan dari ancaman keta-
kutan sesuai Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 
Kata “dapat” ini bertentangan juga dengan 
prinsip perumusan tindak pidana yang harus 
memenuhi prinsip hukum harus tertulis (lex 
scripta), menafsirkan seperti yang dibaca (lex 
stricta), dan larangan multitafsir (lex certa). 
Dengan demikian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 
UU Tipikor tentang penerapan unsur merugi-
kan keuangan negara telah bergeser dengan 
menitikberatkan adanya akibat (delik mate-
ril). Unsur merugikan keuangan negara tidak 
dipahami sebagai perkiraan (potential loss), 
tetapi harus dipahami kerugian yang benar-
benar terjadi atau nyata (actual loss) (Setia-
wan & Ma’ruf, 2017: 521).

Berbagai pendekatan dalam penghi-
tungan kerugian keuangan Negara menjadi 
acuan para auditor, Theodorus M. Tuanakot-
ta merumuskan dalam bukunya “Menghitung 
Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pi-
dana Korupsi”. Penghitungan kerugian keu-
angan Negara dimaksud adalah kerugian to-
tal ( Total Loss ), kerugian secara keseluruhan 
dengan penyesuaian, kerugian bersih, harga 
yang wajar, opportunity cost, interest yang 
menjadi Unsur Kerugian Keuangan Negara 
(Setiawan & Ma’ruf, 2017: 520).

BPK dan BPKP dalam menentukan per-
hitungan kerugian keuangan Negara dengan 
menggunakan lima konsep atau cara peng-
hitungan kerugian keuangan negara adalah 
kerugian keseluruhan berdasarkan penye-

suaian, sisa harga pokok produksi, sisa nilai 
komparasi tertentu, pendapatan negara ma-
suk menjadi kepemilikan negara tetapi tidak 
disetorkan kepada negara, pembelanjaan 
yang tidak berdasarkan anggaran, digunakan 
demi kepentingan pribadi (Arif Setiawan & 
Umar Ma’ruf, 2017: 520).

Penafsiran keuangan negara dalam arti 
sempit bertujuan memberikan tafsiran angga-
ran negara tersebut untuk memahami pen-
gelolaan dan penggunaan anggaran tersebut, 
artinya penggunaan dan melaporkan angga-
ran negara sesuai regulasi keuangan negara. 
Keuangan negara dalam arti luas apabila pen-
dekatannya dilakukan dengan menggunakan 
cara penafsiran sistematis dan teleologis 
untuk mengetahui sistem pengawasan atau 
pemeriksaan pertanggungjawaban yakni ter-
masuk di dalamnya keuangan yang berada 
APBN, APBD, BUMN/D dan pada hakikat-
nya seluruh kekayaan Negara merupakan ob-
jek pemeriksaan dan pengawasan (Atmadja, 
2009: 99). Keuangan desa adalah keuangan 
negara. Oleh karena itu, Kerugian anggaran 
negara yang benar-benar terjadi atau nyata 
(actual loss), karena tidak berdasarkan pera-
turan perundang-undangan merupakan per-
buatan korupsi.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Penggunaan keuangan desa sangat erat 

dengan prinsip-prinsip berhubungan dekat 
dengan good governance dan HAM, antara 
lain partisipatif, akuntabel, transparan, taat 
hukum, dan manfaat. Partisipatif dimaksud 
adalah penyelenggaraan keuangan desa ha-
rus mengikutsertakan masyarakat desa, tahap 
perencanaan dan pelaksanaan evaluasi keu-
angan desa. Akuntabel adalah mencerminkan 
dari tanggung jawab pengelolaan dan pen-
gendalian keuangan desa untuk mencapai 
cita-cita yang ditentukan. Transparan adalah 
membuka akses seluas-luasnya sehingga ma-
syarakat desa mendapatkan informasi utuh 
tentang keuangan desa. Taat hukum penye-
lenggaraan keuangan desa wajib harus sesu-
ai dengan regulasi. Kemudian Asas manfaat 
adalah peggunaan anggaran desa mempriori-
taskan kebutuhan masyarakat desa dan hak-
hak dasar masyarakat desa (Michael, 2017: 
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135).
Pengelolaan keuangan  desa, dikelola 

dalam waktu 1 tahun anggaran yaitu mulai 
tanggal 1 januari sampai 31 Desember. Asas-
asas tersebut diantaranya ada tiga yaitu (As-
tuti, 2016: 5-6): transparansi adalah  prinsip  
keterbukaan  untuk memudahkan masyara-
kat mengetahui dan mendapatkan akses in-
formasi seluas-luasnya tentang keuangan da-
erah. Dengan adanya transparansi menjamin 
kebebasan setiap orang untuk memperoleh  
informasi  tentang  pelaksanaan   pemerinta-
han,  dalam hal ini informasi  tentang  kebi-
jakan, proses  pembuatan  dan  pelaksanaan,  
juga hasil-hasil  yang  dicapai. Transparansi 
adalah kebijakan terbuka dalam melakukan 
pengawasan. Sedangkan informasi adalah as-
pek kebijakan pemerintah yang mudah diak-
ses oleh publik. Keterbukaan informasi akan 
membuahkan persaingan politik yang sehat, 
toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan 
pada kepentingan publik. 

Transparansi merupakan hal terpenting 
dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerin-
tahan dalam rangka memenuhi amanat dari  
rakyat. Pemerintah mempunyai kewenangan 
penentuan penting yang berpengaruh kepa-
da sebagian besar orang, pemerintah harus 
membuka akses seluas-luasnya secara utuh 
mengenai pekerjaan yang telah dikerjakan. 
Transparansi bisa menggunakan beberapa 
parameter yaitu ketentuan yang menjamin 
sistem keterbukaan dan standarisasi dari pe-
layanan masyarakat, ketentuan yang  memfa-
silitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang 
macam-macam kebijakan dan pelayanan 
publik, maupun proses-proses di dalam sek-
tor publik, mekanisme memfasilitasi pelapo-
ran, penyebaran informasi, penyimpangan 
aparat publik dalam pelayanan.   

Akuntabilitas adalah kewajiban mem-
berikan pertanggungjawaban atau menjawab 
dan menerangkan hasil kerja dan perbuatan 
seseorang badan hukum pimpinan suatu or-
ganisasi kepada  orang yang memiliki hak 
atau mempunyai kewenangan meminta ke-
terangan atau pertanggungjawaban. Pelak-
sanaan akuntabilitas di lingkungan instansi 
pemerintah, perlu memeperhatikan tentang 
keterikatan pimpinan dan seluruh staf  instan-

si untuk melakukan misi secara bertang-
gungjawab, sistem tersebut menjamin fungsi 
sumber-sumber daya  secara berkelanjutan 
sesuai regulasi, menampilkan performa sasa-
ran dan tujuan yang sudah berjalan, mempu-
nyai orientasi dengan capaian visi  dan misi  
sesuai dengan manfaat yang didapat, harus 
menyampaikan apa adanya, objektif, terbuka 
dan terinovasi sebagai pengukur perubahan 
manajemen pemerintahan dalam bentuk 
pembaharuan metode dan teknik parameter 
kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas.   

Partisipatif adalah mengajak masyara-
kat terlibat dengan aktif proses pembangu-
nan desa. Partisipasi adalah setiap warga ne-
gara mempunyai hak suara dalam membuat 
keputusan, secara langsung dan intermediary 
yang mewakili kepentingan masing-masing. 
Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebe-
basan berasosiasi, berbicara harus ikut serta 
secara konstruktif.   Keterlibatan publik da-
lam penentuan kebijakan pemerintahan me-
micu terpenuhinya prinsip  akuntabilitas dari 
pemerintah desa.  Perencanaan anggaran 
mengikutsertakan masyarakat sangat  esen-
sial  untuk  mencegah  penyimpangan oleh 
pemerintah desa.   

Risiko Keuangan Desa
BPKP memprediksi Risiko keuangan 

desa yang berpotensi mengakibatkan kerugi-
an keuangan negara yang akan terjadi di an-
taranya (Warta Pengawasan BPKP, 2015: 5-6)

1. Risiko Tingkat Entitas Pemerintah Desa 
a. Program dan Kegiatan pada 

RPJMDes, RKPDes, dan APBDes tidak 
memprioritaskan aspirasi/kebutuhan 
masyarakat desa. Penetapan program dan 
kegiatan dengan prioritas kepentingan 
golongan atau kelompok, bukan 
kepentingan rakyat banyak.  Program 
dan kegiatan pada RPJMDes dan RKPDes 
tidak sesuai aspirasi dan kebutuhan desa 
mengakibatkan pembangunan desa tidak 
dapat dirasakan mayoritas masyarakat 
desa. 

b. Ketidaksanggupan penyelenggaraan 
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa sesuai 
regulasi. Sesuai UU No. 6 Tahun 2014 
tentang Desa, PP No. 43 tahun 2014 
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tentang Keuangan Desa, dan Permendagri 
No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa, siklus keuangan desa 
meliputi perencanaan (MusrenbangDes, 
RPJMDes - setiap 6 tahun, RKPDes), 
penganggaran (APBDes), Pelaksanaan, 
Pelaporan (Laporan Realisasi APBDes 
Semester 1 dan 2), dan Pertanggungjawaban 
(Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa).  Kegagalan Pemerintah Desa 
menyelenggarakan proses tersebut sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, tidak 
berdasarkan jadwal atau  penetapan 
anggaran tidak sesuai. 

c. Ketidaktepatan waktu penyusunan 
Laporan Pelaksanaan Pemerintah Desa, 
termasuk Laporan Pertanggungjawaban 
Realisasi Pelaksanaan APBDes. Penyusunan 
laporan yang terlambat. Ketidakberhasilan 
tersebut mengakibatkan turunnya public 
trust kepada pemerintahan desa.  

d. Penggunaan Aset Desa inefisien dan tidak 
efektif, penggunaan aset desa (kantor, 
tanah desa, paralatan) belum sesuai 
penggunaannya. Kesalahan tersebut 
mengakibatkan keuangan desa menjadi 
boros dan pembangunan desa tidak 
tercapai. 

2. Risiko Fraud (Kecurangan)
Beberapa risiko kecurangan (fraud) 

yang dapat terjadi dalam pengelolan keuan-
gan desa, antara lain:
a. Penggunaan Kas Desa secara tidak sah. 

Risiko tersebut adalah penyalahgunaan 
kas desa secara tidak sah oleh aparat 
pemerintah. Pencurian mengakibatkan 
kemampuan pemerintah desa dalam 
menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

b. Mark up Pengadaan Barang dan Jasa 
adalah menaikan harga beli barang/
jasa dari harga wajarnya, setelah itu 
pengembalian sejumlah kas kepada aparat 
terkait merupakan bentuk kecurangan 
yang biasa terjadi. Dalam kondisi sistem 
pengendalian pemerintahan desa yang 
tidak siap. 

c. Penggunaan Aset Desa untuk kepentingan 
pribadi aparat desa tanpa izin. Aset 
desa, berupa sarana kantor, tanah desa, 
peralatan kantor ataupun kendaraan 
kantor seharusnya digunakan untuk 

mendukung tugas pokok dan fungsi 
pemerintahan desa. Akan tetapi peralatan 
tersebut digunakan untuk kepentingan 
pribadi, atau bahkan dimiliki secara tidak 
sah. 

d. Pungutan Liar (illegal Gratuities) Layanan 
Desa Pungutan Liar adalah pungutan yang 
tidak ada aturannya yang dibebankan 
kepada masyarakat oleh instansi 
pemerintah. Dalam hal ini melestarikan 
memberikan uang tip, hal tersebut menjadi 
risiko yang sangat tinggi terjadinya. Hal 
tersebut menimbulkan ketidaknyamanan 
dalam pelayanan masyarakat.

3. Risiko Tingkat Aktivitas 
Setiap kegiatan desa memiliki risiko. 

Kegiatan utama Pemerintahan Desa, seperti 
penyusunan Laporan Penyelenggaraan Peme-
rintah Desa, termasuk Laporan  Pertanggung-
jawaban Realisasi Pelaksanaan APPBDes, Pe-
mungutan Pendapatan Asli Desa, Pembinaan 
kepada masyarakat, Pengelolaan Aset Desa, 
atau. Semua aktivitas tersebut mempunyai 
risiko-risiko berdasarkan ciri-ciri dan tujuan 
masing-masing aktivitas. Pengambilan Pen-
dapatan Asli Desa dengan tujuan memungut 
dan mengumpulkan pendapatan asli desa 
dengan dasar regulasi, mempunyai risiko yai-
tu, ketidaktepatan nilai tagihan. Pemerintah 
desa menyelenggarakan pengambilan Penda-
patan Asli Desa yaitu hasil, atau  hasil Aset 
(Tambatan Perahu, Pasar Desa, Tempat Pe-
mandian Umum atau Jaringan Irigasi) dalam 
melakukan mengambil manfaatnya ada risiko 
ketidaktepatan penetapan tagihan yang ma-
suk ke Kas Desa. Risiko tersebut berpotensi 
mengurangi potensi pendapatan desa atau 
adanya kerugian keuangan desa.  

Penerimaan Kas tidak dimasukan ke 
Kas Desa mengurangi pendapatan desa yang 
digunakan untuk membangun desa dan 
menguntungkan secara pribadi petugas pe-
merintahan.

Berpijak pada resiko keuangan desa 
yang telah diuraikan diatas, penulis mengulas 
empat kasus korupsi dana desa yang terjadi, 
karena  penyalahgunaan kewenangan untuk 
memperkaya diri sendiri yang mengakibat-
kan kerugian keuangan negara. Kasus-kasus 
dibawah terjadi sesuai dengan prediksi BPKP 
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yaitu terjadinya resiko kecurangan menggu-
nakan Kas Desa secara tidak sah.  Kasus-ka-
sus tersebut antara lain:

Kawardin Purba divonis empat tahun 
penjara karena terbukti melakukan korupsi 
dana desa sebesar Rp 203 juta. Senin, 3 Sep-
tember 2018, Kepala Desa Pangulu Nagori 
di Pamatangsinaman, Kecamatan Dolokpar-
damean, Kabupaten Simalungun, Sumatera 
Utara, ini terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) 
jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 
1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 
2001. Terdakwa telah melakukan korupsi 
sebesar Rp 203 juta sehingga divonis empat 
tahun penjara, melalui Syafril Ketua Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Kota Medan. Ter-
dakwa juga harus membayar denda Rp 200 
juta dengan subsider dua bulan kurungan, 
dan membayar uang pengganti kerugian ne-
gara sebesar Rp 203 juta. Uang Dana Desa 
Rp 329 Juta raib. Jika terdakwa tidak sanggup 
membayarnya dalam jangka waktu sebulan, 
harta bendanya akan disita negara. Apabila 
tidak mencukupi maka diganti dengan pida-
na penjara selama dua tahun (Leanda, 2018). 

Kades Banjarsari Kecamatan Jetis, Andi 
Mulyono (40) ditahan Kejaksaan Negeri (Ke-
jari) Mojokerto. Kades Andi diduga melaku-
kan korupsi uang desa senilai Rp 296 juta. 
Modusnya, tersangka membuat 2 proyek 
pembangunan fiktif. Andi diduga melakukan 
korupsi terhadap APBDes Banjarsari tahun 
anggaran (TA) 2015. Tersangka saat itu mem-
buat 2 proyek fiktif agar bisa menikmati uang 
rakyat. Yakni proyek pembangunan pavin-
gisasi di Dusun Banjarsari dan pembangunan 
gapura masuk desa di Dusun Jeruk Kidul. Tak 
satu pun proyek tersebut dikerjakan tersang-
ka. Padahal anggaran telah dicairkan. Hasil 
audit inspektorat, kerugian negara akibat dua 
proyek fiktif tersebut Rp 296.413.355.  Aki-
bat perbuatannya, kata Agus, Andi dijerat 
dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU RI No 
20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tin-
dak Pidana Korupsi. “Ancaman hukumannya 
maksimal 20 tahun penjara atau hukuman 
mati (Budianto, 2018).

Kepala Desa (Kades) Sempol, Maos-
pati, Magetan, Ngadeni ditahan Kejaksaan 
setempat. Tersangka diduga korupsi kas desa 

yang dipimpin selama 3 tahun. Kepala Kejak-
san Negeri Magetan Atang Pujiyanto meny-
ampaikan ada beberapa kegiatan tidak sesuai 
yang dilakukan dengan anggaran yang ada. 
Sehingga, setelah kita lakukan pemeriksaan 
kunjungan langsung ke lapangan bersama 
pihak PU, ternyata hasilnya ada beberapa 
pekerjaan proyek yang tidak di laksanakan. 
Dari hasil pemeriksaan tim penyidik, Kades 
yang merupakan pecatan TNI ini terbukti 
merugikan keuangan Desa Sempol lebih dari 
Rp 300 juta. Ada lima proyek fisik APBDes 
tahun 2014, 2015 dan 2016 yang kesemu-
anya belum selesai. Atang mengatakan, se-
lain penyelewengan anggaran proyek fisik, 
tersangka juga menggunakan modus korupsi 
lain. Kades Sempol meminta uang Rp 200 
juta dari Bendahara Desa tanpa memberikan 
penjelasan peruntukannya. Pelaksana Harian 
(PLH Kasi Pidsus Kejari Magetan Mohamat 
Safir menyatakan tersangka dijerat dengan 
Pasal 2 dan 3 UU Pemerantasan Tindak Pida-
na Korupsi. Ancaman hukumannya 20 tahun 
penjara (Harianto, 2018).

Polres Ciamis menetapkan Mantan 
Kepala Desa Danasari Yayat (50) Kecamatan 
Cisaga Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, seba-
gai tersangka atas dugaan tindak pidana ko-
rupsi tiga sumber keuangan desa, yakni Dana 
Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Aloka-
si Dana Desa (ADD) serta Banprov untuk pe-
ningkatan infrastruktur dasar perdesaan dan 
tunjangan penghasilan aparatur. Kapolres 
Ciamis AKBP Bismo Teguh Prakoso mengata-
kan tindak pidana korupsi dilakukan tersang-
ka saat menjadi Kepala Desa Danasari pada 
2015 dan 2016 dengan total kerugian nega-
ra sebesar Rp 105 juta. Uang itu digunakan 
untuk kepentingan pribadi. Total sumber 
keuangan desa itu dari Pemda, Pemprov dan 
Pusat dengan total Rp 800 juta. Saat praktik 
pembangunan jalan ternyata tidak sesuai spe-
sifikasi, Setelah mendapat laporan dari masy-
arakat, Satreskrim melakukan penyelidikan 
di tahun 2017, melakukan pemeriksaan fisik 
dan audit. Tersangka terbukti melakukan tin-
dak pidana korupsi. Kami juga telah meminta 
keterangan saksi ahli dan saksi-saksi lainnya. 
Tersangka melakukannya sendiri untuk ke-
pentingan pribadi. Sejauh ini tersangka tidak 
mampu mengembalikan uang hasil korupsi. 
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Akibat perbuatannya tersangka dijerat den-
gan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-
undang nomor 31 tahun 1999, sebagaimana 
diubah dengan undang-undang nomor 20 ta-
hun 2001 tentang pemberantasan tindak pi-
dana korupsi. Tersangka terancam hukuman 
minimal 4 tahun maksimal 20 tahun penjara 
(Hermansyah, 2018). 

Dari pemaparan tentang kerugian keu-
angan negara yang terjadi dalam pengelolaan 
dana desa yang benar-benar sudah terjadi 
atau nyata (actual loss), karena perbuatan pe-
nyalahgunaan kewenangan untuk memper-
kaya diri sendiri tidak berdasarkan peraturan 
perundang-undangan merupakan perbuatan 
korupsi. Korupsi yang terjadi di Simalungun, 
Mojokerto, Magetan dan Ciamis yang diang-
kat dalam penelitian ini tampak bahwa hal-
hal tersebut terjadi karena adanya penyalah-
gunaan kewenangan oleh kepala desa untuk 
memperkaya diri sendiri berdasarkan Pasal 2 
dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 
1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana disangkakan, didakwa-
kan, dan yang telah terbukti di pengadilan. 
Kerugian keuangan yang terjadi merupakan 
kesalahan pengelolaan keuangan desa yang 
merupakan keuangan negara. 

Pedoman Pengelolaan keuangan desa 
terpadu berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Peratu-
ran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten-
tang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi 
Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Dalam 
4 kasus korupsi dana desa yang terjadi di atas 
menunjukan empat Kepala Desa tidak bisa 
mempertanggungjawabkan dalam Pelaporan 
dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. 
Karena korupsi yang dilakukan dengan cara 
memperkaya diri sendiri tentunya tidak bisa 
dipertanggungjawabkan.

Kasus-kasus korupsi dana desa yang ter-
jadi telah melanggar asas pengelolaan keuan-
gan desa yaitu akuntabilitas yang seharusnya 
diterapkan oleh pemerintahan desa dalam 
pengelolaan keuangan desa untuk mencegah 
terjadinya kerugian keuangan negara. Akun-
tabilitas (accountability)  adalah  kewajiban  

untuk  memberikan  pertanggungjawaban  
atau menjawab dan menerangkan kinerja 
dan tindakan seseorang badan hukum pim-
pinan suatu organisasi kepada  pihak  yang  
memiliki  hak  atau  berkewanangan  untuk  
meminta  keterangan  atau pertanggungjawa-
ban. 

Risiko keuangan desa yang dipredik-
sikan oleh BPKP yang telah penulis uraikan 
berpotensi mengakibatkan kerugian keu-
angan negara telah terjadi di Simalungun, 
Mojokerto, Magetan dan Ciamis. Prediksi 
tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan 
mengevaluasi sistem pengawasan yang tidak 
berjalan kepada kepala desa serta perangkat-
nya dalam mengelola keuangan desa, pen-
gawasan melekat seharusnya dilakukan oleh 
Badan Perwakilan Desa (BPD). Koordinasi 
antar Kementerian Keuangan, Kementerian 
Dalam Negeri, dan Kementerian Desa dan 
Transmigrasi perlu dilakukan untuk mence-
gah terjadinya kerugian keuangan negara. 

4. SIMPULAN
Pengaturan dan pengelolaan keuangan 

desa menyimpulkan bahwa keuangan desa 
merupakan bagian dari keuangan negara. 
Karena keuangan daerah merupakan bagian 
dari keuangan Negara. Desa sebagai kesa-
tuan pemerintahan terkecil dalam pemerin-
tahan Indonesia memiliki sistem keuangan 
tersendiri yang terintegral ke dalam penda-
patan asli desa dan merupakan bagian dari 
APBN. Pasal 73, Pasal 75 Undang-Undang 
No. 6 Tahun 2014 Bab VIII tentang Keuan-
gan Desa dan Aset Desa menentukan Kepala 
Desa memusyawarahkan dan menetapkan 
APBDesa. Kepala Desa adalah pemegang 
kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan 
menguasakan sebagian kekuasaannya kepa-
da perangkat Desa. Tata kelola pemerintahan 
desa yang baik, yang memiliki tiga pilar uta-
ma yaitu transparansi, akuntabilitas dan par-
tisipatif. Pengelolaan keuangan desa berdas-
arkan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa meliputi Perencanaan, 
Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban. Undang-Undang Desa 
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meletakkan prinsip dasar untuk penyeleng-
garaan, pengawasan dan pemantauan pem-
bangunan desa yang meliputi pengawasan 
oleh supra-desa (downward accountability) 
yaitu pemerintah pusat dalam hal ini Kemen-
terian Dalam Negeri RI, Kementerian Desa 
dan Transmigrasi RI dan Kementerian Keuan-
gan RI. Dalam operasionalnya, pengawasan 
oleh pemerintah kabupaten/kota menjadi 
tanggung jawab bupati/walikota. Fungsi pen-
gawasan tersebut didelegasikan oleh bupati/
kota kepada camat dan juga Inspektorat Ka-
bupaten/Kota. Pengawasan supra Desa lain-
nya adalah pengawasan dari Badan Pemerik-
sa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), penga-
wasan oleh lembaga desa dan pengawasan 
dari masyarakat (upward accountability).

Kerugian keuangan negara yang terjadi 
dalam pengelolaan dana desa di Simalungun, 
Mojokerto, Magetan dan Ciamis menyimpul-
kan kerugian  yang benar-benar sudah terjadi 
atau nyata (actual loss), karena penyalahgu-
naan kewenangan yang dilakukan oleh kepa-
la desa untuk memperkaya diri sendiri tidak 
berdasarkan peraturan perundang-undan-
gan. Kerugian keuangan yang terjadi meru-
pakan kesalahan pengelolaan keuangan ne-
gara. Asas pengelolaan keuangan desa yaitu 
akuntabilitas tidak diterapkan oleh pemerin-
tahan desa, sehingga terjadi penyalahgunaan 
kewenangan oleh kepala desa. Risiko keuan-
gan desa yang diprediksikan oleh BPKP me-
nyimpulkan berpotensi mengakibatkan keru-
gian keuangan negara. Kasus-kasus dibawah 
terjadi 

Karena penyalahgunaan kewenangan 
pengelolaan dana desa di Simalungun, Mo-
jokerto, Magetan dan Ciamis sesuai dengan 
prediksi BPKP yaitu terjadinya resiko kecu-
rangan menggunakan Kas Desa secara tidak 
sah (Theft of Cash on Hand) yang mengaki-
batkan kerugian keuangan negara. Prediksi 
tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan 
mengevaluasi sistem pengawasan yang tidak 
berjalan kepada kepala desa serta perang-
katnya dalam mengelola keuangan desa, 
pengawasan melekat seharusnya dilakukan 
oleh Badan Perwakilan Desa (BPD), sehingga 
kepala desa tidak melakukan tindak pidana 

korupsi. Selain itu, koordinasi antar Kemen-
terian Keuangan, Kementerian Dalam Nege-
ri, dan Kementerian Desa dan Transmigrasi 
perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya 
kerugian keuangan negara. 
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